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Abstrak: Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) evaluasi mutu pelayanan publik di
kantor Kecamatan Kambu Kota Kendari dapat dilihat dari aspek fasilitas fisik (tangibles),
kehandalan (realibility), daya tanggap (responsive), jaminan (assurance), empati (empaty).
(2) faktor-faktor penghambat dalam evaluasi mutu pelayanan publik di kantor Kecamatan
Kambu Kota Kendari yaitu faktor sumber daya manusia, dan fasilitas pelayanan. (3)
upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik yaitu
meningkatkan kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, meningkatkan
kedisiplinan petugas pelayanan, dan kenyamanan lingkungan.Kesimpulan penelitian ini
bahwa evaluasi mutu pelayanan publik di kantor Kecamatan Kambu, secara umum sudah
terlaksana dengan baik. Namun masih ada beberapa sektor pelayanan yang masih perlu
ditingkatkan utamanya pada dimensi bukti fisik (tangibles) demi untuk mengoptimalkan
pelayanan kepada masyarakat.
Kata Kunci: Evaluasi Mutu, Pelayanan Publik.
PENDAHULUAN
Kecamatan Kambu merupakan salah satu Kecamatan di Kota Kendari yang
melaksanakan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Berbagai
bentuk pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga
(KK), Rekomendasi Surat Pindah, Rekomendasi Izin Usaha, Surat Keterangan
Waris, Surat Keterangan Jual Beli Tanah (Akta Tanah), Legalisasi Surat-surat, dan
Surat Keterangan Kematian. diberikan oleh PemerintahKecamatan terkait dengan
peranannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa hal
tersebut diperlukan evaluasi dalam pelaksanaannya.
Menurut Dunn (2003) istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: Secara umum
istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka
(rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk
menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih
spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau
manfaat hasil kebijakan. Menurut Stiawati (2011) terdapat lima dimensi yang
dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu jasa pelayanan yaitu:
1. Bukti Langsung (Tangibles), yang meliputi fasilitas fisik, pegawai,
perlengkapan dan sarana komunikasi.
2. Daya tanggap (Responsive), yaitu seberapa besar keinginan aparat untuk
membantu masyarakat tanpa diminta. Dalam memberikan pelayanan, aparat
hendaknya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sehingga aparat dapat
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membantu masyarakat bahkan sebelum masyarakat menyadari atau
memintanya.
3. Keandalan (Realibility), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dapat
diandalkan dengan segera dan memuaskan.
4. Jaminan (Assurance), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat
dipercaya yang dimiliki para aparat, bebas dari hal-hal yang membahayakan
masyarakat atau dari keragu-raguan.
5. Empati(Empaty), yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan
komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan masyarakat secara individu.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Isa, 2009) secara sederhana kata
pelayanan akibat adanya pelayanan yang melayani. Kegiatan yang dilakukan
pelayan tersebut dinamakan pelayanan. Dengan demikian dua istilah yang terkait,
yaitu pelayanan dan melayani. Pengertian pelayanan adalah usaha melayani
kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan
(mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Menurut Ndraha (Manoppo, 2015)
menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang
bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan.
Dengan demikian pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat
yang mengeluarkan atau yang memberi perintah.Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, dalam Pasal 1 butir (5) bahwa
Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah  kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Kecamatan, dalam Pasal 224 ayat (1) Kecamatan dipimpin oleh
seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pasal 125 mengatakan bahwa Camat adalah: (1) administrator Pemerintahan yaitu
terlihat pada tugas Camat sebagai penyelenggara Pemerintahan dalam hal ini
urusan Pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan umum adalah urusan
Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban,
penyelenggaraan kegiatan Pemerintah baik pada tingkat Kecamatan maupun
desa/Kelurahan serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; (2)
administrator pembangunan yaitu terlihat pada tugas Camat dalam pemeliharaan
prasarana dan fasilitas umum; dan (3) administrator kemasyarakatan yaitu terlihat
pada tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dan
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Selanjutnya menurut Parasuraman (Stiawti, 2011) ada lima dimensi yang
dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu jasa pelayanan, yakni: 1) bukti
langsung (tangibles), yang meliputi fasilitas fisik, pegawai, perlengkapan dan
sarana komunikasi; 2) daya tanggap (responsive), yaitu seberapa besar keinginan
aparat untuk membantu masyarakat tanpa diminta. Dalam memberikan pelayanan,
aparat hendaknya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sehingga aparat dapat
membantu masyarakat bahkan sebelum masyarakat menyadari atau memintanya;
3)keandalan (realibility), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dapat
diandalkan dengan segera dan memuaskan; 4) jaminan (assurance), yaitu
mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para
aparat, bebas dari hal-hal yang membahayakan masyarakat atau dari keragu-
raguan; dan 5) empati, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan
SELAMI  IPS  Edisi  Nomor  46 Volume 2 Tahun   XXII  Desember 2017 ISSN 1410-2323
125
komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan masyarakat secara individu.
Menurut Moenir (1988) hal yang mempengaruhi pelayanan publik kepada
masyarakat adalah kemampuan aparat, sarana pelayanan serta sumber daya yang
tersedia.
Berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik pada pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan
sekurang-kurangnya meliputi: (a) pengelolaan pengaduan masyarakat; (b)
pengelolaan informasi; (c) pengawasan internal; (d) penyuluhan kepada
masyarakat; dan (e) pelayanan konsultasi.
Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di Kecamatan Kambu
bahwa terdapat beberapa permasalahan mengenai kualitas pelayanan publik bidang
administrasi kependudukan. Masalah yang ditemui saat masyarakat ingin membuat
produk dari administrasi kependudukan masih banyak masyarakat yang belum
paham dengan persyaratan apa saja yang harus dibawa. Berdasarkan kendala-
kendala tersebut menggambarkan bahwa pelayanan  yang diberikan penyelenggara
pelayanan publik di Kecamatan Kambu belum dapat memberikan kepuasan kepada
masyarakat. Dengan menjalankan fungsi dan tugasnya dan memiliki wewenang
yang istimewa dan tidak menyalahgunakan wewenang, jabatan atau kekuasaan
dapat memberikan pelayan yang berkualitas sebagai pelayan masyarakat.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian tentang “Evaluasi Mutu Pelayanan Publik (Studi di Kantor Kecamatan
Kambu Kota Kendari”.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: 1) Bagaimana evaluasi mutu pelayanan publik di kantor
Kecamatan Kambu Kota Kendari?; 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat
evaluasi mutu pelayanan publik di kantor Kecamatan Kambu Kota Kendari?; dan
3) Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam memberikan pelayanan publik yang
bermutu  di kantor Kecamatan Kambu Kota Kendari?
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (Field Research.) dan Penelitian
Kepustakaan (Library Research). Sumber data penelitian ini adalah terdiri dari
data primer dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah Camat, Sekretaris
Camat, kepala seksi Pemerintahan dan pelayanan umum, 2 orang stafKecamatan,
serta 5 orang masyarakat pengguna jasa pelayanan di kantor Kecamatan Kambu.
Teknik Analisis Data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Evaluasi Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Kambu
a. Bukti Fisik (tangible)
Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kantor Kecamatan Kambu
belum memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan
Kambu masih perlu adanya peningkatan fasilitas fisik serta kelengkapan sarana
dan prasarana yang memadai demi peningkatan pelayanan administrasi
kependudukan.
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b. Aspek Keandalan (Realibility)
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa prosedur
pembuatan administrasi kependudukan sebenarnya mudah selama persyaratan serta
berkas yang dibutuhkan sudah lengkap. Dalam penyelesaian pekerjaan sendiri
lama atau cepatnya berkas itu selesai sangat bergantung pada pemohon sendiri.
c. Daya Tanggap (Responsive)
Dengan keadaan seperti ini dapat terlihat bahwa aspek daya tanggap yang
dimiliki petugas pelayanan di kantor Kecamatan Kambu sudah cukup baik dengan
adanya saling komunikasi antara petugas dan masyarakat dengan menanyakan
kelengkapan berkas yang dibawa masyarakat.
d. Jaminan (Assurance)
Dari wawancara, untuk masalah jaminan khususnya keamanan di kantor
Kecamatan Kambu sudah cukup baik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanannya
terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat dan selalu berupaya maksimal
untuk melaksanakan tugas dengan baik selama proses pelayanan berlangsung.
e. Empati (Empaty)
Dari hasil wawancara dengan masyarakat dapat diketahui masalah
kesediaan petugas dalam melayani masyarakat sudah baik dengan banyaknya
tanggapan masyarakat yang menyatakan cukup baik. Pemeberian pelayanan
kesediaan aparat dalam memberikan informasi merupakan hal yang perlu
mendapat perhatian.
B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Evaluasi Mutu Pelayanan Publik di
kantor Kecamatan Kambu
1. Sumber daya aparatur
Hambatan PemerintahKecamatan Kambu dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat adalah sumber daya aparaturnya yang masih kurang. Serta
kurangnnya keterampilan pegawai dalam penggunaan teknologi komputer dapat
mengakibatkan lambatnya proses pelayanan masyarakat
2. Sarana dan Prasarana
Hambatan yang di alami  oleh Camat dalam meningkatkan pelayanan
publik di kantor Kecamatan Kambu berasal dari fasilitas pelayanan seperti
komputer yang terbatas, adanya gangguan terhadap komputer, padamnya listrik,
dan kehadiran pegawai yang suka telat masuk kantor menjadi sebab proses
pelayanan yang diberikan menjadi terhambat.
C. Upaya-Upaya dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di kantor
Kecamatan Kambu
1. Meningkatkan Kemampuan Petugas Pelayanan
Kemampuan petugas pelayanan tergantung dari pengalaman kerja
seseorang, pegawai yang sudah berpengalaman dan yang masih dalam tahap
pengembangan dalam hal ini kemampuan pegawai perlu di tingkatkan agar dapat
melayani masyarakat secara maksmimal.
2. Kecepatan Pelayanan
Aparat kantor Kecamatan Kambu sudah melaksanakan tugasnya dengan
baik dan sudah mengusahakan untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada
masyarakat.
3. Meningkatkan Kedisiplinan Petugas Pelayanan
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kambu, dalam
mengatasi kedisiplinan petugas pelayanan ialah memberikan kesadaran kepada
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aparat Kecamatan bahwa dengan kedisiplinannya mereka dalam bekerja akan
memberikan dampak positif kepada kineja mereka sendiri. Dengan demikian
diharapkan kepada aparat Kecamatan agar dapat hadir tepat waktu dan tidak
meninggalkan kantor selama jam kerja, karena kedisiplinan memegang peranana
penting dalam pelaksanaan kerja pegawai.
4. Kenyamanan Lingkungan
Aparat di kantor Kecamatan Kambu dalam memberikan pelayanan,
senantiasa mengutamakan kenyamanan masyarakat dalam hal ini dilakukan
dengan cara menata ruangan kantor, dan menambah fasilitas-fasilitas kantor agar
pelayanan publik berjalan dengan lancer sebagaimana mestinya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Evaluasi Mutu Pelayanan
Publik di kantor Kacamatan Kambu, secara umum sudah terlaksana dengan cukup
baik. Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan yakni: a). Bukti
langsung (tangibles); b). Kehandalan (realibility); c). Daya tanggap (responsive);
d). Jaminan (assurance); dan e). Empati (empaty); 2)Kendala dalam evaluasi mutu
pelayanan publik di kantor Kecamatan Kambu yakni: a) Kemampuan Aparat; dan
b) Sarana dan Prasarana; 3) Upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di
kantor Kecamatan Kambu yakni: a) Meningkatkan Kemampuan Petugas
Pelayanan; b) Kecepatan Pelayanan; c) Meningkatkan Kedisiplinan Pelayanan; dan
d) Kenyamanan Lingkungan.
Saran
Saran dalam penelitian ini yakni: 1) Kecamatan Kambu lebih
meningkatkan kualitas pelayanan yang dianggap kurang memuaskan dalam proses
pelayanan seperti pada dimensi fasilitas fisik (tangible) agar masyarakat dapat
merasa puas dan nyaman saat melaksanakan pelayanan; 2) Kecamatan Kambu
dalam Menyelenggarakan pelayanan tidak memberatkan dan menyulitkan
masyarakat, harus bisa menciptakan pelayanan yang sederhana dan mudah di
pahami bagi masyarakat; dan 3) Memberikan pelayanan yang terbuka terhadap
masyarakat baik biaya pelayanan dan prosedur pelayanan.
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